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Pengawasan Kinerja PNS Diperketat

Kenaikan Gaji Bertujuan Mencegah Korupsi Pegawai Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA —Kenaikan fantastis gaji pega-
wal negerisipil (PNS) DKl Jakarta harus di-
imbangi dengan pengetatan pengawasan
dansanksitegas. PNS DKl selama ini memi-

Untuk kepala dinas Rp75,6
juta, kepalabadan Rp78,7juta,
dankepalabiroRp70,4juta. Gaji
kepala biro, kepala dinas, dan

- kepalabadan ini naik Rp30-40

liki peluang besar memperoleh pendapat- ~ ™tdaritahunlalu

A Y Sementaragajipejabateselon
uargaljl. Isetingkat sekretaris daerah dan

PengamatkebijakanpublikUni-  gaji. Lisman mencontohkan,  deputigubernurmaksimal Rp96

versitas Indonesia (UI) Lisman
Manurungmengatakan,selama
ini dia melihat banyak pejabat
DKlIyangbekerja sesuai penda-
patannya. Merekabahkankerap
terbujuk dalam pelayanan yang
berujung korupsi hanya untuk
memenuhikebutuhannya. Un-
tuk itu, kenaikan gaji PNS DKI

selama lima tahun tinggal di

' Australia, dia melihat transpa-

ran laporan kinerja dan pela-
yanan di sana sangat ketat mi-
salnya dalam pengurusan izin.
Apabila terlalulama dari waktu
yang ditentukan, pejabat ter-
tinggi yang mengurus izin ter-

jutaataumeningkatRpSjutadari
tahun sebelumnya. Jabatan
operasional Rp13,6 juta me-
ningkatsekitarRp8juta. Jabatan
administrasi Rp17,8 juta me-
ningkat Rp10juta, danjabatan
teknis Rp22,6 juta atau mening-

 katRpl5jutadaritahunlalu.
sebut langsung diganti. "De-

Kepala Badan Kepegawaian

yang terbilang fantastis dan  ngan gajitinggiini, PNS takut | Daerah (BKD) DKIJakarta Agus
menjadi sorotan masyarakat berbuat macam-macam. Jadi  Suradikamengatakan,kenaikan
saatinihalyangwajar. kebijakan ini memang diperlu-  gaji PNS akan diikuti pengawas-

Nanti tidak ada lagi alasan
para PNS bekerja sampingan
karena pendapatannya belum
cukup untuk kebutuhannya.

kan asal diimbangi dengan sis-
tem transparansi dan peng-
awasanyangketat, ungkapnya.

Diketahui, gaji PNS DKI Ja-

anketattentangkinerjamereka.
Mulai dari penilaian atasan, ba-
wahan, rekan seruangan, hingga
teknologi komputer terlibat da-

Terpenting, pengawasannya kartanaikcukupsignifikan.PNS  lam pengawasan tersebut. "Ke-
harus lebih diperketat, begitu ~ DKIJakartaakan mendapatkan  naikan pendapatan ini untuk
jugadengan sanksinya. "Untuk  kenaikangajiantaraRp5-40juta.  mempersempit ruang gerak

- memberantas korupsi itu
| sangatsulit. Tapi, sangat mung-

- Berdasarkan data BKD, be-
saran take home pay pejabat

PNS yang kerap korupsi. Tapi,
yang perlu diingat, kenaikan

kin untuk dicegah. Salah satu  struktural sepertilurah yakni  pendapatan PNSinibukan dibe-
pencegahahnya dengan me- Rp33.730.000, naik Rp20juta  rikan begitu saja. Mereka bisa
naikkan gaji. Setiap ada bukti  daritahunlaluyanghanyaRp1l3  mendapatkannyakalaumereka

korupsi tidak ada lagi alasan
untuk memecatnya. Begituada
pengaduan harus ada proses,”

juta. Kemudian camat Rp44 ju-
ta, naiksekitarRp20jutadarita-
hunlalu dan wali kota menda-

bekerja. Artinya, kenaikan pen-
dapatan itu memaksa mereka
untukbekerja,” tuturnya.

“kataLisman Manurungsaatdi-  patgajiRp75,6juta. Agus menuturkan, untuk
hubungikemarin. ] i i i mendapatkan pendapatan sebe-

Lisman menjelaskan, men- Jadi keblj%kan I saritu, para PNS DKI setiap hari
jadi PNSdi DKIJakartayang [TI€IMang d!perlu- harusmelaporkanpekerjaannya

harusmengelolaAnggaranPen-
dapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Rp73,08 triliun me-

kan asal diimbangi
dengansistem

dalamsistemkomputeryangter-
koneksilangsung dengan BKD.
Apabilatidakadapelaporan, PNS

;iggssgggsgirat Beumlagi  transparansidan EiakalznmePC(l;%)nmiangan
a yang selalu } erjadinamis -

mengiming-imingi sesuatu ke- pengawasan yang Dengankenaikangaji,honor
pada PNSuntuk melancarkan ~ ketat,” dihilangkan. "Pendapatanpeja-

kepentingannya.
Diaberharapmasyarakatbe-
sertalembaga antikorupsi me-

ngawasikinerjaPNS DKlyang

saatinimendapatkankenaikan

Sub Bagian Humas

LISMAN MANURUNG
Pengamat kebijakan publik Ul

bat PNS DKI dengan honor-ho-
nor itu melebihi pendapatan
TKD saat diberlakukan saatini.
Jadi yang harus diluruskan, ke-
naikanpendapatan PNSsaatini
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untuk mencipatkan kinerja
maksimal,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Bidang
Kesejahteraan Masyarakat dan
Pensiun Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty
Agustijani mengatakan, untuk
belanja pegawai (gaji pegawai)
dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
2015 dialokasikan Rp19 triliun.

Etty menjelaskan, dahulu se-
tiap kegiatan yang dilakukan sa-
tuan kerja perangkat daerah
(SKPD) pasti ada honor panitia,
bahkan ada kegiatan yang ben-
tuknya tidak besar, namun pem-
berian honor tidak berhenti. Se-

_ telah penerapan sistem e-bud-
geting, pihaknya mengevaluasi
honorarium dan ditemukan ba-
nyakkegiatan yang tidak efisien
serta hanya membuang anggar-
ansecarapercuma. Denganbegi- -
tu, honorariumyangmenghabis-
kan 30-40% dari total APBD
tahunini ditiadakan.

Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta Muhammad Taufik me-
ngatakan,kenaikangajimemang
diperlukanuntukmeningkatkan
kinerjaPNS. Selama inidiakerap
melihat PNS bekerja malas-
malasan sesuai gaji yang mereka
dapatkan. Takjaranguntukmen-

‘dapatkan pendapatan tambah-
an, mereka khususnya pejabat
kerap melakukan korupsi meng-
ingat peluangnya begitu besar
dan pengawasanlemah. "Jadika-
mi (Dewan) setuju saja asal diba-
rengi dengan peningkatan kerja
dan evaluasi yang terkontrol
dengan cepat,’ujarnya.

Taufik menjelaskan, sebenar-
nya anggaran yang diperlukan
untuk TKD pegawai saatinitidak
berbeda jauh dengan anggaran
honorariumyang menghabiskan
30-40% APBD. Sayangnya, ho-
norarium tersebut tidak merata.
"Evaluasikineria PNSselamatiga

Sub Bagian Humas



